MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 95/PUU-XI1/2014

Tentang

Ketentuan Umum, Hak-hak Masyarakat Hukum Adat, dan Ketentuan Penataan,
Pengaturan, serta Pengelolaan Hutan oleh Negara atau Pemerintah

Pemohon
Jenis Perkara

Pokok Perkara

Amar Putusan

Mawardi, gelar Datuk Malin, dkk.

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432, selanjutnya
disebut UU PPPH) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU Kehutanan)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 1 angka 3; Pasal 6 ayat (1) huruf d; Pasal 11 ayat (4); Pasal
12 huruf a, Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf ¢ , Pasal 12 huruf d,
Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf
k, Pasal 12 huruf |, Pasal 12 huruf m; Pasal 16; Pasal 17 ayat (1)
dan ayat (2); Pasal 19 huraf a dan huruf b; Pasal 26; Pasal 46 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 52 ayat (1); Pasal 82 ayat (1) dan
ayat (2); Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 84 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3); Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c; ayat (2)
huruf b, huruf ¢; dan ayat (3); Pasal 88; Pasal 92 ayat (1); Pasal 94
ayat (1); Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 110 huruf b UU
PPPH dan Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal
50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf I, huruf k, dan Pasal 81
UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan
terhadap masyarakat yang hidup secara turun
temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk
kepentingan komersial;

2.1. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41



Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan
terhadap masyarakat yang hidup secara turun
temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk
kepentingan komersial;

3.1. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: ... e.
menebang pohon atau memanen atau memungut hasil
hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari
pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap
masyarakat yang hidup secara turun temurun di
dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan
komersial

4.1. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan
terhadap masyarakat yang hidup secara turun
temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk
kepentingan komersial;

5.1. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan
terhadap masyarakat yang hidup secara turun
temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk
kepentingan komersial;

6.1. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: ... i.
menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang
tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh
pejabat yang berwenang”, dikecualikan terhadap
masyarakat yang hidup secara turun temurun di
dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan
komersial”

2. Permohonan para Pemohon pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal
6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4),Pasal 12 huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf |, dan
huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19
huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan
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ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2),
Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1), huruf b, huruf ¢, Pasal 87
ayat (2) huruf b, huruf ¢ dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal
92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2),
serta Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5432) dan Pasal 50 ayat (3) huruf a
dan huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) tidak dapat diterima;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Kamis, 10 Desember 2015
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan atau kumpulan perseorangan, lkatan Hakim
Indonesia.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf
d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf
k, huruf I, dan huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf
b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1),
dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2), serta ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b, dan huruf ¢, Pasal 87 ayat (2) huruf b, dan huruf ¢, dan
Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat
(2), dan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432, selanjutnya
disebut UU PPPH), dan Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3)
huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k, serta Pasal 81 Undang-Undang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU Kehutanan) bertentangan
terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu
kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Bahwa terkait kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon | sampai dengan Pemohon
IV adalah perseorangan warga negara Indonesia dan Pemohon V sampai dengan Pemohon
X adalah badan hukum privat. Menurut para Pemohon, Undang-Undang a quo berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengkriminalisasi masyarakat adat dan
masyarakat lokal. Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.



Bahwa Pasal 1 angka 3 UU PPPH adalah masuk dalam ketentuan umum. Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, bertanggal 19 Desember 2013, telah
menilai dan mempertimbangkan mengenai pasal yang masuk dalam Bab Ketentuan Umum.
Namun Mahkamah hanya akan mempertimbangkan inkonstitusionalitas ketentuan umum
dari suatu Undang-Undang jika hal itu berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya Undang-
Undang yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembentukan peraturan
perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan.Selain itu, setelah mencermatidengan
saksamaantara posita dan petitum para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat
ketidaksinkronan antara posita dan petitum yakni dalam positanya mengajukan pengujian
Pasal 1 angka 3 UU PPPH namun dalam petitumnya para Pemohon memohon putusan
seluruh UU PPPH bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu permohonan para
Pemohon sepanjang pasal a quo adalah tidak jelas atau kabur.

Bahwa para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf
¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf I, huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan
ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1), huruf b, huruf c, Pasal 87 ayat (2)
huruf b, huruf ¢ dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal
98 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 110 huruf b UU PPPH, namun dalam petitumnya para
Pemohon memohon putusan seluruh UU PPPH bertentangan dengan UUD 1945. Dengan
demikian, telah terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan sehingga
membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu Mahkamah
memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut substansi permohonan sepanjang
menyangkut pasal-pasal a quo.

Bahwa para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf
b, huruf e, huruf i, dan huruf k UU Kehutanan. Namun ternyata ketentuan tersebut berkaitan
dengan Pasal 112 UU PPPH yang telah diundangkan tanggal 6 Agustus 2013, sehingga
berdasarkan Pasal 112 UU PPPH maka permohonan para Pemohon tentang pengujian
Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf k UU Kehutanan menjadi kehilangan objek.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3)
huruf b UU Kehutanan mengenai pelarangan merambah kawasan hutan telah ternyata
bahwa ketentuan dimaksud berhubungan dengan Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan. Di satu
pihak Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan masih tetap berlaku, sedangkan sanksi yang
berkenaan dengan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan dimaksud
telah dicabut oleh Pasal 112 huruf b UU PPPH. Dengan demikian, argumentasi para
Pemohon yang berkenaan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat
(3) huruf b UU Kehutanan menjadi kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, permohonan
para Pemohon sepanjang mengenai pasal a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3)
huruf e UU Kehutanan, Mahkamah berpendapat memang seharusnya masyarakat yang
hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan
papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak
disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut
tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e
UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan
terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun
temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat
tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan
perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para Pemohon
sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan
tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian
sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun
temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di
sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan.



Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3)
huruf i UU Kehutanan mengenai larangan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan
yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang,
menurut Mahkamah, hal ini senafas dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan. Oleh
karena Mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon terhadap Pasal 50
ayat (3) huruf e UU Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian maka
pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan dimaksud
berlaku pula terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan, dengan ketentuan bahwa
ternak tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari dari masyarakat yang hidup secara turun
temurun di dalam hutan. Oleh karenanya permohonan para Pemohon sepanjang mengenai
Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) huruf
d mengenai pencegahan perusakan hutan, dan Pasal 11 ayat (4) mengenai ketentuan
perbuatan perusakan hutan UU PPPH, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuian antara
posita dan petitum. Para Pemohon dalam positanya mengajukan pengujian Pasal 6 ayat (1)
huruf d, Pasal 11 ayat (4) UU PPPH namun dalam petitumnya para Pemohon memohon
putusan seluruh UU PPPH dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu,
permohonan para Pemohon sepanjang pasal a quo adalah tidak jelas atau kabur.

Bahwa terhadap Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bukanlah masalah
konstitusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma mengenai kegiatan
pengukuhan kawasan hutan. Adapun Pasal 15 ayat (1) huruf d UU Kehutanan mengenai
pengukuhan kawasan hutan adalah implementasi norma yang menerangkan proses akhir
dari upaya pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari a) penunjukan kawasan hutan; b)
penataan batas kawasan hutan; dan c) pemetaan kawasan hutan yang menurut ayat (2)
harus dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu dalil
permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 81 mengenai
ketentuan peralihan UU Kehutanan, menurut Mahkamah, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan butir 127
Lampiran I, “Ketentuan Peralihan” dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk
mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan dan
menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan
ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil permohonan
para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil para
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat
yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk
kepentingan komersial;

2.1. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud
dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam
hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;

3.1. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
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Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai
berikut: “Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun
temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”,

4.1. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup
secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan
komersial;

5.1. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud
dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam
hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,

6.1. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut:
“Setiap orang dilarang: ... i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang
tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang”,
dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam
hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”;

Permohonan para Pemohon pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal
11 ayat (4),Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k,
huruf I, dan huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan
huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82
ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1), huruf b, huruf ¢, Pasal 87 ayat (2) huruf b, huruf ¢ dan
Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan
ayat (2), serta Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5432) dan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf k Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak dapat
diterima;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya



